
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR   41     TAHUN   2007 
 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BUTON 
 

NOMOR    9    TAHUN 2007 
 

T E N T A N G 
 

  ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON, 
 

Menimbang  : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sudah 
tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk 
Organisasi Perangkat Daerah yang baru ; 

 

b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, 
didasarkan atas pertimbangan beban kerja 
sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, 
potensi, kebutuhan dan kemampuan 
ketersediaan sumber daya aparatur serta 
pengembangan pola kerjasama antar daerah 
dan atau pihak ketiga ; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan        
huruf b, perlu  membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan ; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959  Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 3890 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang  
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia              
Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang         
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun  2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004        
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  6 Tahun 1988  
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun  2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4263 ); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun  2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4741 ); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON  

Dan  
BUPATI BUTON 

 

M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI 
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN 
KELURAHAN  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  

a. Daerah adalah Kabupaten Buton ; 

b. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ; 

c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ; 


